
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem 

Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

adalah bahwa pengaturan pembuktian tindak pidana pencucian uang 

mengalami pembaharuan untuk menyesuaikan perkembangan jaman. Dalam 

melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu 

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebagai konsekuensi dari 

pergeseran paradigma dari follow the suspect menjadi follow the money. 

Follow the suspect, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada 

pelaku kejahatan. Kedua, follow the money and follow the asset, yaitu 

penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan. 

2. Penerapan Pembuktian Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang 

dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang RI 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang adalah  menganut asas praduga tak bersalah (presumption of 

innocence) tidak diterapkan secara mutlak (pengecualian terhadap asas 

praduga tak bersalah), dimana adanya pembalikan beban pembuktian, 
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terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal 

dari tindak pidana, namun Jaksa Penuntut Umum juga berkewajiban dalam hal 

pembuktian tuntutannya.  

 

B. Saran 

1. Perlunya peningkatan sumber daya aparat penegak hukum yang berkualitas 

dalam menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan. 

2. Hakim dalam membuktikan perkara tindak pidana pencucian uang harus 

menyesuaikan dengan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, 

sedangkan   hakim   dalam   membuktikan tindak pidana pencucian uang 

hendaknya membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sehingga harta 

kekayaan yang menjadi objek pencucian uang benar- benar berasal dari tindak 

pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010. 
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